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KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTABIMA 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTABIMA 

NOMOR: 37 /HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/XI/2017 
TENTANG 

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI 
SY ARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN UNTUK DILAKUKAN 

VERIFIKASI ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN 
WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2018 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

ten tang Pencalonan Pemilihan Gu bemur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima 

tentang Penetapan Baka! Pasangan Calon 

Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Jumlah 
Dukungan dan Jumlah Sebaran untuk Dilakukan 

Verifikasi Administrasi pada Pemilihan Walikota 
dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018. 

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4188); 
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan 
dan Walikota Menjadi 

Gubernur, Bupati 
Undang-Undang 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5898); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6109); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
01 Tahun 2010; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
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Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
22 Tahun 2008; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2015 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 
lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 
Umum/Kimisi 
Kabupaten/Kota, 

Independen Pemilihan 
Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 

Tahun 20 l 7 ten tang Tahapan, Program dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2018; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima 
Nomor : 06/HK.04. l-Kpt/5272/KPU-Kot/Vll/2017 
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan 
Wakil Walikota Bima Tahun 2018; 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima 

Nomor : 11/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/!X/2017 
tentang Jumlah Paling Sedikit Dukungan dan 
Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam 
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kota Bima 
pada tanggal 27 November 2017 

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA 

TAHUN 2018. 

PADA ADMINISTRASI 

ttd. 

BUKHARI 

VERIFIKASI 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTABIMA, 

Serita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah 
Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 (Model 

BA.1-KWK-Perseorangan). 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima 

Tahun 2018; 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima 

Nomor : 15/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2017 

tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018. 

M E M UT U S KAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA 

TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON 

PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT JUMLAH 

DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN UNTUK 

DILAKUKAN 

Menetapkan Baka! Pasangan Calon Perseorangan atas 

nama Drs. H. SUDIRMAN ISMAIL, M.Si dan 

SYAFIUDDIN H. M. THAYIB, SH memenuhi syarat 

dukungan minimal yaitu sejumlah 12.277 dan sebaran 

yaitu sebanyak 5 (lima) Kecamatan dan berhak untuk 

dilanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi dalam 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 

2018. 

Menetapkan 

Memerhatikan 

KESATU 

KEDUA 

S.:.li.r...&.n E':"11.,ai dengan asliiiy� 
SEK "'"""',:, T R.OtiilSI PE.Mn.JUAN UMUM 
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